LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT {l BOGOR

Nomor : 19 Seri:D

PERATURAN DAEROH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 8OGHR
MGHMOR - 7 TAHUN - 1932
TENTARNDG

ONGANISAST DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KEGBUPATEN DAERAH TINGKAT II 806G0R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAaHA ESe
BUFGTT KEPALA DAERAH TINGKAT IT BOGOR,

Menimbang : 2. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat IT Bogor Nomor
& Tahun 1998 telah mengukuhkan Pem-
bantukan Pusat Kesehatan Masvarakat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Da-
erah Tingkat IT Bogor:

o. bahwa berdasarkan Keputusan Manteri
Dalam Negeri Nomoir 23X Tahun 1994
tentang Pedoman Crganisasi dan Tata
Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat,
maka peErlu menetapkan Organisasi




Mengingat

1.

-2
dan Tata Kerja Unit Pslaksana Tek-—
nis Dinas Pusat Kesehatan Masya-
rakat pada Dinas Kesehatan Kabupa-
ten Daerah Tingkat IT1 Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf a dan b tersebut di atas,
perlu diatur Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masvyarakat pada Di-
nas Kesehatan Xabupaten Daerah
Tingkat II Bogor yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Republik TIndonesia
Tahun 1950 Nomor 8):

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia HNomor 38 Tahun 1974,
Tambahan ULembaran HNegara Republik
Indonesia Nomor 3037):

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Nasgara Republik Indo-
nesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041):

Undang-undang Nomor 23X Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lambaran Nagara
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Republik Indonesia Nomor 1060 Tahun
1992, Tambahan Lembaran Negara Re- .
puhlik Indonesia Momcr 3495);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Kesehatan Xepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1987, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor
3347):

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
1988 tentang Xeoordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lem—
baran Negara Repbulik Indonesia No-

mor 10 Tahun 1988_. Tambahan Lem—-..

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Republik 1In-—
donesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penvalenggaraan Otonomi Daerah de-—
ngan Titik Berat pada Daerah Ting—
kat TI (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun Tahun
1992, Tambazhan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 3487);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
99a/MENKES/ SK/TII1/1982 Tahun 1982
tentang Berlakunva Sistem Kesehatan
Nasional:
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13.
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Keputusan Bersama Menteri kesshatan
dan Menteri Dalam Negari Nomor 48/
MENKES/SKB/TT1/1988 Tahun 1988 dan
Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pe-—
tunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemer—
intah Nomoar 7 Tahun 1987 tentang
Penverahan Sebagian Urusan Pemerin—
tahan dalam Bidang Keszshatan Kepada
Daerah:

Keputusan Menteri Negara Pendayagu-
naan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
1990 tentang Pedoman dan Proses
Pembentukan atau Penvempurnaan Xe-—
lembagaan di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat Perwakilan Repub-—
l1ik Indonesia di Luar Negeri dan
Pemerintah di Daerah:

Keputusan Menteri dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman,
Organisasi Dinas Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Da-
erah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengun—
dangan Peraturan Daarah dan =za2tau
Keputusan Kepala Dasrah Lewat Teng-
gang Waktu Pengasahan;

=r1 Dalam Negari

Keputusan Menbs
1924 rentang Pedoman

Nomor 21 Tahun



Keputusan Menterl Dalam MNegeri HNo-
mor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasil dan Tata Kerja BPusat
Kesehatan Masvarakat;

Keputusan Menteri Negara Penrndavagu-
naan Aparatur Negara Nomor 106 Ta-
hun 1994 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelak-—
sana Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

Feraturan Daersh Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor Nomor I1/Ps_G03Z/7
DPRD /1977 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Daerah dJdan Menerbitkan
Lembaran Daerzah:

Perzturan Daerah Kabupaten bDaerah
Tingkat ITI Bogor Nomor VI/DPRD/
Ks.0232/1979 tentang Pembentukan
Dinas Xesehatan Xabunaten Daerah
Tingkat IT BRogor;

Paraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ITI Bogor Nomor 1 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata KXeria
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
¥abupatan Dasrah Tingkat ITI Bogor



Menatapkan

MEMUTUS K aH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT TIT BOGOR TENTANG ORGANISAST
DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MA-—
SYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KAaBUPA-—
TEN DAERAH TINGKAT TII 230G3R

BAB T
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimak-—
sud dengan :

3.

Daarah adalah Daerah Kagﬁhaten
Daerah Tingkat IT Bogor:

Pemerintah Daerah adalath Pemefintah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor:

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati
Kepala Daerah Tingkat IT Bogor:

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupa-—
ten Daerah Tingkat IT Bagor;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Bogor:

Ffusal Xesszshatan Masvaral

kat ad
Unit Pelaksana Teknis Dina
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2sehatan Kabupatan Dasrah

TT Bogor yang melaksanakan
esshatan secara paripurna
sarakat di wilavah kerja
ang selanjutnva disebut
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Kepala Puskesmas adalah Kepala
Puskesmas di wilavah Kabusaten Da-
erah Tingkat TII Bogor:

Unit Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional sebagai Unit Pe-
laksana Pelayanan pada Puskesmas:

Puskesma= Pembantu adalah unit vang
melaksanakan upaya xesehatan kepada
Masyarakat dalam Wilavah kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Bidan Desa ialah Bidan vang ditem—
patkan dan bertugas di Desa, mempu—
nvai wilayah kerja 1 sampai dengan 2
Desa dan dalam melaksanakan tugas
pelayanan medik baik di dalam maupun
di luar Zam kerjanva bertanggung
Jawab langsung kepada Kepala Puskes~
mas.
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Bag I

w

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 2

1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana
Teknis-Dinas dibidang pelayanan ke-
sehatan yang memiliki wilavah keria
satu atau beberapa Desa/Kelurahan.

2} Puskesmas dipimpin oleh Kepala vang
berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal X

cuskesmas mampunyzi tugas pokek melak-—

sanakan pslavanan, pembinaan dan pen—

gembangan upaya kesehatan secara pari-
nurna kepada masvarakat.
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Fungs i
Pasal 4

*

laksanakan tugas pckok tersebut

pada Pasal 3, Puskesmas mempunvai
fungsi :

2.

pelavanan upava kesehatan keseljah-
teraan Tbu dan anak, Keluarga Beren-
cana (KB), perbaikan gizi, perawatan
kesehatan masyarakat, pencegahan,
penberantasan penvakit, imunisasi,
pembinazan kesehatan lingkungan, Pe-—
nyuluhan Keseshatzn Masvarakat (P4},
Usaha Kesshatzn Sekoclah (UKS), olah
raga, pengobatan termasuk pelavanan
urat karaena kecelakaan, kesehatan
1 dan mulut, laborateo.ium seder—
a, upaya kesehatan kerja serta
ia lanjut, upava kesehatan Jjiwa,
ta, kesehatan khusus lainnva serta
ncatatan dan pelapcoran:

pembinaan upaya kesehatan, bparan
saerta masvarakat, koordinasi semua
upavya kesehatan, sarana pelavanan
kaesehatan, pelaksanaan rujukan me-
dik, pembantuan sarana dan pembinaan
teknik kepada Puskesmas Pesbantu,

Bidan Desa, Unit Pelavanan Kesahatan

Swasta serta Kader Pembangunan
¥asehatan:
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ng kesehatan di Wilavah Pengem
gan kegiatan swadaya masvarakat.

BAB TIT
ORGANTISASIT
Bagian Pertama
Unsur-unsur CrganisaSi

Pasal 5 e

uskesmas terdiri dari -

[y
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Pimpinan adalah Xepala Puskesmas:

pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata
Usaha;

Pelaksana =zdalah Unit Fungsional,
Puskzasmas Pembantu dan Bidzan Desa.

Bagian Kedua
Susunan Oirganisasi

Pasal &
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nan Organisasi Puskesmas terd
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a. ¥epala Puskesmas:
5. Urusan Tata Usaha;
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c. Unit Fungs
d. Puskesmas
e_. Bidan Ges

W

Y
N
N

Bagan Struktur Organisas: dan Tata
Kerja Puskesmas sabagaimana tercan-—
tum dalam Lampiran, marupakan baglian

vang tidak terpisahkan dalam Pera-
turan Dasranh ini.

Bagian Kstiga
Bidang Tugas Unsur—unsur Organisasi

Paragrat 1

Kepala Puskesmas mempunyai tugas po-—
kak memimpin, mengkoordinasikan dan
mengawasi pelaksanaan pzlavanan kese-
hatan secara paripurna kspada masyara-—
kat di wilavah kerjanva.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

rusan
Jdrusan

Tawab
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tugas pokok menyelenggarakan peangeio
laan urusan kepegawaian, ksuangan, per—
lengkapan, surat menyurat, hubungn
masyarakat serta urusan umum, Dperenta—
naan dan pelaporan.

Pasal <@
Untuk menvelenggarakan tugas pokok
tersebut pada Pasal 8 di atas, Urusan
Tata Usaha mempunyvai fungsi:
a. pengelolaan kepegawaian;

b. pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan surat menyurat dan
hubungan masyarakat;

d. pangelnlaan urusan umum dan perlesg—
kapan;

e penyusunan rencana dan pelaporan.

Paragraf 3

Unit Fungsional

(1) ungsiona adalah Kalospok

‘ang mempunFal
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Jumlah Jabat
herdasarkan
ia Puskesmas

n Fungsional ditentukan
hutuhan dan beban ker-

Jenis dan Jisanjang Jabatan Fungsional
ditentukan sssuai ketentvan vang
berlaku vang herlakuy

Pasai i1
t Fungsional menvelenggarakan ke-
tan unit-unit pelayanan, terdiri
i o

Unit @enc&ﬁahan dan Pembarantasan
Unit Peningkatan Kesehatan dan Ke-
sehatan Keluarga:

Unit Pemulihan Kesshatan dan Rujuk-
kan:

Unit Kesehatan Lingkungan, Penvuo-
luhan dan Peran Serta Masvarakat:

Unit Perawatan;
Unit Penunjanag;

Unit

taksana Khusus.
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Pazsal 172

Unit Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit mempunyai tugas malaksana-
kan kegiatan pencegahan dan pembe-
rantasan penvakit, termasuk imunisa-
1.

n

Unit Paningkatan Kasehatan dan Ke-
sehatan Keluarga mempunvai tugas
melaksanakan kegiatan kaesejahtarazn
ibu dan anak, Keluarga Beresncana,
perbaikan gizi, Usaha Kesehatan
Kerja sarta usia lanjut.

Unit Pemulihan Kaesehatan dan Rujukan
mempunyai tugas melaksarakan ka-
iatan pengobatan, termasuk pela-
anan darurat karena kecslakaan,
<aszhatan gigi dan mulutb.
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Unit Kesehatan Lingkungan, Penvu-
Tuban dan Peran Serta Masvarakat
mempunyai tugas melaksanakan kegi-
atan pelayvanan kesehatan 1ingkungan,
usaha kesehatan dan olah raga,
penvuluhan kesahatan masyarakat
wrawatan kesahatan masvara-—

serbta s

mamnunya i
1tatan perawa

ugas me-—

£
tan rawatb

it Peruaniang mampunyal Luga
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(73 Unit Pelavanan Khusus menpunyal  bu-
gas melaksanakan kegiatan usaha ke-
sehatan mata, usaha kesehatan Jiwa
dan usazha kesehatan lainnva.
Paragraf 4
Puskesmas Pambantu
Pasal 13
{1) Puskesmas Pembantu mempunyal tugas
pokak membantu Puskesmas dalam me-
lakszanakan tugasnyva di wilayah vang
lebih kecil.
{2) Xetentuan-ketentuan lain mengenai

pembantukan, organisasi dan tata
karja Puskesmas Pembantu akan dite-
tapkan kemudian dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

Baragrat 5
Bidan Desa
Pasal 14
Bidan Desa mempunyail tugas melaksanakan

kegiatan Pelavanan Kesehatan Tbu dJdan
anak serta Xeluarga Berencana.
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Pasal 15

Bidan Desa berada dibawah dan bertang—
gungiawab kepada Kepala Puskesmas di-
tempatkan di wilayah yang belum mempu-—

nvai fasilitas pelayanan keseshatan de—
wilavah kerlda 1 atau 2 Desa.

B&AB TV
TATA KERJIA
Faglian Partama
Umum
Pasal 16
(1Y Hzl-hal vang menjadi tugas pokok

mamas merupakan satu kesatuan
zatu sama lain tidak dapat di-

) zgiatan oparasional pelaksanaan tu-
= dan fungsi Puskesmas dilaksana-—
n oleh Kelompok Jabatan Fungsional
Tam Unit Fungsional, Puskesmas
Pembantu, dan Bidan Desa.
) Puskesmas baik Lakbtis opera-
1

mavpun  keknis  administratif
dibawah dan berbanggung Jawab

Kenxla Dinas dan dalam melak-
Lugas pokoknya menvelengga-—
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rakan hubungan fungsional dengan
jastansi lain vang berkaitan dengan
Fungsinya.

satiap pimpinan satuan organisasi di
lingkungan Puskesmas, dalam melaksa-
kan tugasnya waliib mpneraokan prin-
sip koordinasi, integrasi, sin-
kronisasi dan simplifikasi.

Kepala Puskasmas wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk
palaksanaan tugas kepada bawahan.
Bagian Kedua

Pelaporan

pPasal 17
Kepala Puskesmas wajib membarikan
laporan tentang pelaksanaan tugasnya
csecara teratur, Jjelas serta tepat

pada waktunya keoado Kepala Dinas.

setiap pimpinan satuan organisasi di

1ingkungan Puckesmas wajib menyam-

paikan laporan pelaksanaan tugas
keoada Kepala Puskesmas tepat pada
waktunyva.

Retlao laparan dari bawahan, wajib
diolah oleh plmp]nan sattan organi-
sasi sebagal babangmaqukan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.



(4) Pengaturan mengenai jenis laporan
dan cara penyampaiannya diatur
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

Bagian Katiga

Hal Mewakili

Pasal 18

N
—
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Kepala Urusan Tata Usaha mewakili
Kepala Puskesmas apabila Kepala
Puskesmas berhalangan menjalankan
tugasnya.

(2) Dalam hal kepala Yrusan Tata Usaha
berhalangan pula, maka Kepala Pus-—
keamas dapat menun1uk salah seorang
Kepala Unit. :

RAR V
K FPEGAWATAN

Pasal 19

o
—
b
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\,

ala Puskesmas diangkat dan diber-
ikan oleh Bupati Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas.

(7Y Kepala Puskasmas Pembantuy diangkat
dan diberhantikan oleh Kepala Dinas
afas usul Kenala Puskesmas.

TN
;

v

30 Kepala Puskesmas berkewajiban dan
bertanggunglawab dalam menyiapkan
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2han rancangan kebiiakan Kepala
nas dibidang pelavanan kesehatan.

NDibidang kepegawaian Kepala Puskes-—

mas berkewajiban :

b.

mengatur dan memperhatikan pelak-
sanaan kenaikan pangkat, gaji,
mutasi dan pensiun pegawail serta
hak kepegawaian di lingkungan
puskesmas seswval ketentuan vang
barlaku;

mambuat Daftar Penilaian Pelaksa-
naan Pekerjaan (DP3) dan Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) seluruh
pegawai di lingkungan Puskesmas
setiap tahunnva sesuail ketentuan
vang berlaku;

menyviapkan, menyusun dan mengu-
sulkan kepad Kepala Dinas pegawai
vang memenuhi syarat untuk mem-
peroleh pendidikan dan pelatiban
dalam upava pembinaan karier dan
peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
PEMBTIZA Y A AN

Pasal 20

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari
Anggaran Dinas dan pendapatan lain yang

sah .



BARB VIT
YETENTUAN LATIN DAN BPENUTUPR
Pasal 21

Dengan bsrlakunva Peraturan Dasrah ini
segala ketentuan vang bertentangan
dengan Psraturan Daerah ini dinyvatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

fdgar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannva dalam
tLembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat IT Bogor.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

CTITBINGONMNG
2?2 Januari 1998

DEWAN PERWAKTILAN RAKYAT BUPATT KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT IT TINGKAT IT BOGOR,
' BOGOR
Ke tua,

ttd ttd

H. ESO SUKARSO H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA
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"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa

Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor

188.342/SK.767-Huk /98

Tanggal : 4 Juni 1998"

Diundangkan dalam lembaran Dasrah Xabupaten Daerah

Tingkat II Bogor

Tanggal = 11 Juni 1998
Nomor = 19
Seri = D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT TII

\

B O

7
N—"
DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428

Jabatan

Paraf Tgl !‘
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- Wakil Bupati
- Sekwilda

- As Tata Praja
- Kabag Hukum

- Subag Ter U.U. an
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"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daarah Tingkat I Jawa
Barat dengan Surat Keputusan :

188-342/SK_767-Huk/98
4 Juni 1998"

Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah
Tingkat ITI Bogor

Tanggal = 11 Juni 1998
Nomor = 19
Seri - D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428



